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BUREAUCRAT BEHAVIOR ANALYSIS ON LOCAL GOVERNMENT 
DEPARTMENT OF NATIONAL EDUCATION DISTRICT Selayar 

H. BASO DAENG 

Open University 

The study was conducted to determine the performance of local government 
bureaucrats Regions On National Education Service District Selayar Islands. This 
study used a qualitative methodology. Location of the study conducted at the District 
Education Office Selayar Islands. The unit of analysis is at the District Education 
Office Selayar Islands. The primary data source is information from informants. 
While Key Informant is Secretary of the Department of National Education Selayar 
Islands District. Secondary data comes from books, guidelines and reference 
terkait.Metode data collection using interviews, observation, documents. Data will 
be analyzed descriptively through data reduction, data presentation and draw 
conclusions. In conclusion, (1) Measuring the performance of the local government 
is still oriented to the measurement input. (2) Standards LAKJP for all units of local 
government is also problematic, because each unit has its own unique characteristics 
and specific. (3) Information on performance indicators not published openly and 
regularly to the public. (4) education has a target number of human resources, assets 
and a very large budget, so the impact on the emergence of problems that have 
complex. These challenges require determination and a big step in improving 
educational conditions and problems that can not be piecemeal and patchy (5) It is 
recognized that the completion of the issue are summarized based on the evaluation 
of Strategic Plan 2011-2015, it is impossible to fully completed in 2013 by 
sharpening activities program in 2013. Therefore, some issues can only be resolved 
in the period 2015-2019 Education Strategic Plan. 

Keywords: Organizational Performance, Employee Performance, Performance 
Results National Education Department Islands District Selayar. 
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ABSTRAK 

ANALISIS KINERJA PERILAKU BIROKRA T PEMERINTAH DAERAH 
PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUP ATEN KEPULAUAN 

SELAYAR 

H. BASO DAENG 

Universitas Terbuka 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kinerja birokrat pemerintah daerah 
Daerah Pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian 
ini menggunakan metodologi kualitatif Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. Unit analisis adalah di Kantor 
Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumber data primer adalah 
informasi dari informan. Sedangkan Key Informan adalah Sekretaris Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar . Data sekunder berasal dari 
buku, pedoman dan referensi yang terkait.Metode pengumpulan data menggunakan 
wawancara, pengamatan, dokumen. Data akan dianalisis secara deskriptif melalui 
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sebagai kesimpulan, (1) 
Pengukuran kinerja pada pemerintah daerah masih berorientasi pada pengukuran 
input.(2) Standarisasi LAKIP untuk semua unit kerja pemerintah daerah juga 
menimbulkan masalah, karena setiap unit kerja memiliki karakteristik yang unik dan 
spesifik.(3) Informasi tentang indikator kinerja tidak dipublikasikan secara terbuka 
dan rutin kepada masyarakat. ( 4) SKPD Pendidikan memiliki jumlah sasaran sumber 
daya manusia, aset dan anggaran yang sangat besar, sehingga berdampak pada 
munculnya permasalahan yang memiliki komplek. Tantangan tersebut memerlukan 
tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan pendidikan 
yang tidak dapat dilakukan secara parsial dan tambal sulam(5) Disadari bahwa 
penuntasan atas isu yang dirangkum berdasarkan evaluasi RENSTRA 2011-2015, 
tidak mungkin untuk dituntaskan sepenuhnya pada tahun 2013 melalui penajaman 
kegiatan program tahun 2013. Oleh karena itu, beberapa isu hanya akan dapat 
dituntaskan pada periode Renstra Pendidikan 2015-2019. 

Kata Kunci : Kinerja Organisasi, Kinerja Pegawai, Hasil Kinerja Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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DAD IV 

TEMUAN DANPEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian (Gambaran Umum Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar) 

1. l.etak Geografis 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau 

Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan 

yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah 

dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk 

suatu wilayah kepulauan. 

Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan 

berjumlah 130 buah, 7 diantaranya kadang tidak: terlihat (tenggelam) pada saat air 

pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km2 wilayah 

daratan (12,91 %) dan 9.146,66 km2 wilayah lautan (87,090/o). 

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak 

astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur yang 

berbatasan dengan: 

Utara : Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone 

Selatan :Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Barat : Laut Flores dan Selat Makassar 

Timur : Laut Flores (Provinsi Nusa Tenggara Timur) 
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1. D@mogmfi 

Penduduk Kabupaten Kepuluan Selayar yang tersebar di 11 Kecamatan pada 

talmn 2010 betjwnlah 116.513 orang Secara kesel~ jumlah penduduk yang 

beljenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang betjenis kelamin 

laki-laki, ini tercennin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. 

Jumlah penduduk perempuan sebesar 61.325 orang dan laki-laki sebanyak 55.188 

orang atau dengan rasio jenis kelamin sebesar (98,99 persen) dengan jumlah 

penduduk terbesar eli Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 17.973 orang, untuk tahun 

2011 beljwnlah penduduk 117.860 orang Secara keselwuban, dengan jmnlah 

penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 18.174 orang. Dan pada 

tahun 2008 jwnlah penduduk sebanyak 129.886 orang yang betjenis kelamin 

perempuan sebanyak 66.870 orang dan laki-laki betjumlah 63.016 orang atau dengan 

rasio jenis kelamin sebesar (94,24 persen) dengan jumlah penduduk yang terbesar 

adalah di kecamatan Benteng yaitu sebanyak 22.504 Orang. 

3. Administrasi Pemerintahan 

Kabupaten Kepulauan Selayar berubah nama setelah diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008, tentang "perubahan nama Kabupaten Kepulauan 

Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar". Yang berbatasan dengan Kabupaten 

Bulukwnba Propinsi Sulawesi Selatan di Sebelah Utara, Laut Flores Sebelah Timur, 

Laut Flores dan Selat Makassar Sebelah Barat serta Propinsi Nusa Tenggara Timur di 

Sebelah Selatan. 

Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 123 ( seratus dua puluh 

tiga) buah, gugus pulau besar dan pulau kecil.Gugusan Kepulauan tersebut 

sebahagian dihuni penduduk, sebahagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. 
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Secara adminmtif Pern@rinmhrumya terdiri dari 11 (gehelas) K~AtM, 

yang terbagi 5(lima) Kecamatan berada di Kepulauan, masing-masing Kecamatan 

Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, 

Kecamatan Taka Bonerate, dan Kecamatan Pasilambena. Adapun 6 ( enam) 

Kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan 

Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene, 

Kecamatan Bontomanai, dan Kecamatan Buki. 

4. Kondisi Infrastruktur 

a Sarana Perhubungan Darat 

Untuk perhubungan (transportasi) antar Kabupaten dalam Propinsi rutin 

dilaksanakan setiap hari melalui penyeberangan Pamatata - Selayar dengan 

Pelabuhan Bira - Bulukumba sedangkan antar Propinsi melalui penyeberangan 

Pattwnbukan - NIT dengan kapal penyeberangan fecy ke Propinsi Sulawesi 

Tenggara dengan lintas Pamatata- Kabaena- Buton dan Muna 

b. Sarana perhubungan Laut 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah kepulauan yang dipisahkan 

oleh laut. Oleh karena itu sarana perhubungan laut menjadi sangat penting untuk 

menghubungkan antar daerah baik Kecamatan maupun Desa se-Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari Pelabuhan Regional di 

Benteng Selayar dan Benteng Jampea sedangkan Pelabuhan lokal di Batangmata, 

Tile-tile, Padang, Kayuadi, Ujung Jampea, Bonerate, Kalatoa, Rajuni, dan Jinato. 
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Jenig latpal yang berlabuh meliputi kapal perintis, kapal rakyat, kapal nelayan dan 

sementara elidekat Pelabuhan Fecy Pamatata elibangun Pelabuahan Nasional 

untuk Kapal PELNI. 

c. Sarana Perhubungan Udara 

Sarana Perhubungan Udara terdapat satu buah eli Kabupaten Kepulauan Selayar 

yaitu Bandar Udara H. AROEPPAIA dengan panjang landasan pacu 3.000 m. 

Jenis Pesawat yang memiarat adalah sementara masih dilayani pesawat jenis 

CASA 212 dengan kapasitas angkut 24 Sit dengan jwnlah penerbangan barn 

sebatas 3 kali dalam seminggu. 

d. Listrik 

Listrik adalah salah satu infrastruktur dasar pembangunan eli Kabupaten 

Kepulauan selayar.Saat ini pembangunan swnberdaya kelistrikan telah elipelopori 

oleh PT. PLN Persero dan Pemda yang menyediakan daya listrik bagi masyarakat 

eli Kabupaten Kepulauan Selayar.Untuk meningkatkan kemampuan Pelayanan 

kelistrikan PT. PLN Persero telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 

tambahan eli Dusun Tangkala.Selain itu juga dibangun listrik SD Bayu yang 

interkoneksi dengan PLN dan untuk kawasan Kepulauan eligunakan solar energy 

dan PLTA Hidromini. 

e. Sarana Telekomunikasi 

Fasilitas Telekomunikasi eli Kabupaten Kepulauan Selayar oleh PT. 1ELKOM 

cabang Selayar telah membuka isolasi Kabupaten Kepulauan Selayar dengan 

dunia luar, yaitu dengan elibangunnya Sentral Digital Telepon Otomatis sehingga 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berhubungan dengan semua daerah 

43951

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



63 

diseluruh dunia.. Diggmping itu juga, telah tersedia Pelayanan Telepon Selular 

yang telah menjangkau kepada semua pulau-pulau dan pelosok desa. 

f. Air Bersih 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 

perusahaan yang dikelola langsung oleh pemerintah yang memanfaatkan sumber 

mata air yaitu smnber mata air Eremata dan sumber mata air Topa dengan 

volume yang digunakan oleh pelanggang rata-rata 173,750 M3 per bulan, 

disamping itu desa-desa yang ada (daratan) telah memperoleh air bersih. 

Selanjutnya untuk desa Kepulauan akan dibangun proses penyulingan air bersih 

dari air payau menjadi air tawar. 

g. Sekolah 

Sarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari : 

TK 118 buah. SD 139 buah. SMP 36 buah. SMU 8 buah, SMK 5 buah dan 

Perguruan Tinggi yang masih status kelas jauh. 
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Dirw Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah eli bidang pendidikan. Untuk 

melaksanakan tugas pokok, Dinas Penelidikan mempunyai fimgsi: 

a perumusan kebijakan teknis eli bidang penelidikan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 

penelidikan; 

c. pembinaan, pengembang~ dan pelaksanaan tugas eli bidang pendidikan; 

d pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fung')inya 

Dinas Pendidikan terdiri dari: 

a Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; membawahi: 

1) Sub Bagian Urn urn dan Kepegawaian 

2) Sub Bagian Keuangan 

3) Sub Bagian Penyusunan Program 

c. Bidang Pendidikan TK dan SD; membawahi: 

1) Seksi Penelidikan TK; 

2) Seksi Pendidikan SD. 

d. Bidang Pendidikan Menengah; 

1) Seksi Penelidikan SMP; 

2) Seksi Penelidikan SMA/SMK. 

e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; 

1) Seksi Pendidikan Masyarakat; 

2) SeksiPAUDNonFormal. 
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f. Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan; 

1) Seksi Sarana Prasarana; 

2) Seksi Perlengkapan. 

g. UPID; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Togas Pokok Dan Fungsi 

Kepala Dinas mempunyai tugas: 

a menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan; 

b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan; 

d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang pendidikan; 

e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan; 

f. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana teknis 

dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan; 

g. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat 

dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; 

h. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 

karier; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

J. menyampaikan laporan hasil evaluas4 saran dan pertimbangan di bidang tugas 

dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan dan penyusunan program. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat 

mempunyai fimgsi: 

a pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan 

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; 

b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan 

dinas· 
' 

c. penyelenggaraan hubungan kcrja di bidang administrasi dengan satuan kerja 

perangkat daerah terkait; 

d pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Sekretaris mempunyai tugas: 

a menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kcrja dinas; 

b. menyelengga.rakan administrasi tunum, kepegawaian dan keuangan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

d menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja 

perangkat daerah terkait; 

e. mengkoordinasikan bawahan agar tcrjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier; 
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g_ melaksanalam tug~ kedinawl ymg diberilam oleh ntasan sestmi tugas pokok dan 

fungsinya; 

h. melaporkan basil pelaksanaan tugaslkegiatan kepada atasan. 

Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas pokok mengembangkan upaya 

perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pada pendidikan TK dan SD 

melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupm 

peralatan penunjangnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum dengan 

pendidik beserta tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana prasarana 

yang ada. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Pendidikan TK dan SD mempunyai fungsi: 

a penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan 

kurikulum nasional pada pendidikan TK dan SD; 

b. penyusunan konsep kurikulum muatan lokal pendidikan TK dan SD; 

c. penetapan pedoman pelaksanaanlpedoman teknis kurikulum muatan lokal pada 

pendidikan TK dan SD; 

d pengusulan penyempurnaan kurikulum pada TK dan SD; 

e. penetapan sistem evaluasi pada pendidikan TK dan SD; 

f. pengusulan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga pendidikan TK dan 

SD; 

g. penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada 

lembaga pendidikan TK dan SD; 

h. pengkoordinasian hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu 

pendidikan TK dan SD; 
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1. pemberian rekomendasi mutasi siswa SD; 

J. pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya 

pada 1K dan SD; 

k. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD mempunyai tugas: 

a menyusun rencana Bidang Pendidikan TK dan SD sesuai dengan rencana kerja 

Dinas; 

b. menyusun rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan 

kurikulum nasional pada pendidikan TK dan SD; 

c. menyusun konsep kurikulum muatan lokal TK dan SD; 

d menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada 

pendidikan 1K dan SD; 

e. mengusulkan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan TK dan SD; 

£ menetapkan sistem evaluasi pada pendidikan TK dan SD; 

g. mengusulkan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga pendidikan TK 

dan SD bersama tim; 

h. menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik 

pada lembaga pendidikan TK dan SD; 

1. mengkoordinasikan basil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu 

pendidikan TK dan SD; 

J. memberikan rekomendasi mutasi siswa SD 

k. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya 

pada TK dan SD; 
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I. mengkoordinasikan bawahan agar tetjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

m. menilai basil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier, 

n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan 

fungsinya; 

o. melaporkan basil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok mengembangkan upaya 

perb~ peri~ pendalam~ dan penyesuaian pada pendidikan menengah 

melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun 

peralatan penunjangnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum dengan 

guru beserta tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana prasarana yang 

ada. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas, Bidang Pendidikan 

Menengah mempunyai fungsi: 

a penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan 

kurikulum nasional pada pendidikan menengah; 

b. penyusunan konsep kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; 

c. penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada 

pendidikan menengah; 

d. pengusulan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan menengah; 

e. penetapan sistem evaluasi pada pendidikan menengah; 

f. pengusul~ penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga SMP, SMPLB, 

SMA, SMALB, dan SMK bersama tim; 
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g. penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada 

lembaga SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK; 

h. pengkoordinasian basil kerja pengawas yang terlarit dengan kendali mutu 

pendidikan menengah; 

1. pemberianrekomendasi mutasi siswa SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK; 

J. pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya 

pada pendidikan menengah; 

k. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana Bidang Pendidikan Menengah sesuai dengan rencana kerja 

Dinas; 

b. menyusun rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan 

kurikulum nasional pada pendidikan menengah; 

c. menyusun konsep kurikulum muatan lokal pendidikan menengah; 

d. menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada 

pendidikan menengah; 

e. mengusulkan penyempurnaan kurikulum pada pendidikan menengah; 

t: menetapkan sistem evaluasi pada pendidikan menengah; 

g. mengusulkan peneta~ pendirian maupun penutupan 

h. lembaga SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK bersama tim; 

1. menetapkan pedoman pelaksanaanlpedoman teknis penerimaan peserta didik 

pada lembaga SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK; 
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J. mengkoordinasikan basil ketja pengawas yang terkait dengan kendali mutu 

pendidikan menengah; 

k. memberikan rekomendasi mutasi siswa SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan 

SMK; 

1. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya 

pada pendidikan menengah; 

m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan sating 

mendukung; 

n. menilai basil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 

o. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

p. melaporkan basil pelaksanaan tugaslkegiatan kepada Kepala Dinas. 

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok 

menetapkan pedoman penyelenggaraan program Pendidikan Masyarakat dan PAUD 

Non Formal. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi: 

a Penyusunan rencana Bidang Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal 

sesuai dengan rencana ketja Dinas; 

b. penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum nasional 

pada Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

c. penyusunan konsep kurikuh.nn muatan lokal Pendidikan Masyarakat dan PAUD 

Non Formal; 
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d. penetapan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non 

Formal; 

e. penyempumaan kmikulwn pada Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non 

Formal; 

f. pelaksanaan program kese~ Pengarusutamaan Gender (PUG), kursus, dan 

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta penuntasan buta aksara; 

g. penetapan sistem evaluasi pada Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

h. pengusulan, penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga Pendidikan 

Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

1. penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik pada 

lembaga Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

J. penetapan pedoman pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 

k. pengkoordinasian hasil keJja penilik yang terkait dengan kendali mutu 

Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

I. pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya 

pada PAUD Non Formal; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas: 

a menyusun rencana Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan 

rencana keJja Dinas; 

b. menyusun rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan kurikulwn nasional 

pada Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

43951

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



73 

c. menyusun konsep kurikulum muatan lokal Pendidikan Masyarakat dan PA UD 

Non Formal; 

d menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kmikulwn muatan lokal pada 

Pendidikan Masyarakat dan PAUD; Non Formal 

e. menetapkan pedoman penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non 

Formal; 

f. melaksanakan program kese~ pengarusutamaan gender (PUG), kursus, dan 

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) serta penuntasan buta aksara; 

g. mengusulkan penyempumaan kurikulmn pada Pendidikan Masyarakat dan 

PAUD; 

h. menetapkan sistem evaluasi pada Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non 

Formal; 

1. menetapkan pedoman pemberdayaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM); 

J. mengusulkan penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga Pendidikan 

Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

k. menetapkan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik 

pada lembaga Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

l. mengkoordinasikan hasil ketja penilik yang terkait dengan kendali mutu 

Pendidikan Masyarakat dan PAUD Non Formal; 

m. membina dan mengembangkan bidang pendidikan olah raga, seni, dan budaya 

pada PAUD Non Formal; 

n. menyusun laporan hasil evaluasi kegiatan Bidang PNFI; 

o. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 
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p, menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; 

q. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan 

fungsinya; 

r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/k:egiatan kepada atasan. 

Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan perlengkapan; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Sarana Prasarana dan Perlengkapan, mempunyai fungsi: 

a penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara 

pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan sarana prasarana dan 

perlengkapan; 

b. pengusulan, penetapan, dan pengadaan sarana prasarana dan perlengkapan; 

c. penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, 

pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan 

kerjaDinas 

d. pengumpulan, pencatatan, dan iventarisasi data sarana prasarana dan 

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; 

e. analisis dan pengolahan data sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan 

ketja Dinas; 

£ pelayanan administrasi inventaris sarana prasarana dan perlengkapan di 

lingkungan ketja Dinas; 

g. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, 

h. pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana dan 

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; 
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1. pengusulan dan penyaluran bantuan penunjang di bidang sarana prasarana dan 

perlengkapan di lingkungan keija Dinas yang berasal dari APBN dan APBD 

maupWl pos-pos anggaran lallm.ya yang sah; 

:!I j. pemantuan dan evaluasi pemanfaatan bantuan sarana prasarana dan perlengkapan 
':It 

pada lembaga PAUD, TK, SD, S:MP, SMA, SMK, dan PLB; 

k. penyelenggaraan, peme~ dan rehabilitasi sarana prasarana dan 

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; 

1. pengusulan penghapusan sarana prasarana dan perlengkapan pada lembaga 

PAUD, TK, SD, S:MP, SMA, SMK, dan PLB sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan mempWlyai tugas: 

a menyusWl rencana Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

b. menyusWl rencana sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara 

pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan sarana prasarana dan 

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; 

c. mengusulkan, menetapkan, dan memproses pengadaan sarana prasarana dan 

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; 

d. mengmnpulkan dan mencatat data sarana prasarana dan perlengkapan di 

lingkungan keija Dinas; 

e. melaksanakan analisis data sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan 

kerja Dinas; 
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f. melaksanakan pelayanan administrasi inventaris sarana prasarana dan 

perlengkapan di lingkungan kerja Dinas; 

g. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, 

pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana dan perlengkapan di lingkungan 

ke:tja Dinas; 

h. mengusulkan dan menyalurkan bantuan penunjang di bidang sarana prasarana 

dan perlengkapan di lingkungan kerja Dinas yang berasal dari APBN dan APBD 

maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah; 

1. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan bantuan sarana prasarana dan 

perlengkapan pada lembaga PAUD, SD, SMP, SMA, S~ dan PLB; 

J. melaksanakan peme~ dan rehabilitasi gedung pada lembaga PAUD, SD, 

SMP, SMA, S~ dan PLB serta kelengkapan bangunan lainnya; 

k. mengusulkan penghapusan sarana prasarana dan perlengkapan lembaga PAUD, 

SD, SMP, SMA, SMK. dan PLB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

I. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan ka rier; 

n. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugaslkegiatan kepada atasan. 

UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan 

teknis operasional sebagaimana dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan 

teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat Kegiatan 
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teknis penunjang sebagaimana dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk 

mendukung pelaksanaan tugas dinas. Pengaturan tentang UPTD mengenai 

nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati tersendiri. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan 

keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang 

berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejmnlah tenaga fungsional yang 

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan peru ndang-undangan. Kelompok 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan 

berdasarkan kebutuhan dan beban keija Jenis dan jeqjang jabatan fungsional diatur 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap 

tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), pendidikan TK, SD dan 

SMP adalah pelaksana teknis tingkat kecamatan. Satuan pendidikan SMA dan SMK 

adalah pelaksana teknis tingkat SMA dan SMK. Satuan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga/Sekolah yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPID. Satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala 

Lembaga/Sekolah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pelayanan 

administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian pada satuan pendidikan SMP, 

SMA, dan SMK dipimpin seorang Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Kepala 
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sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 Wakil Kepala Sekolah untuk 

SMP dan 4 Wakil Kepala Sekolah untuk SMA dan SMK atau sesuai penmdang-

undangan yang berlaku. 

Adapun sumber daya aparatur yang berada di Dinas Pendiclikan Nasional 

'I 

,,I Kabupaten Kepulauan Selayar dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel4.1 

Daftar pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar 

No. Jabatan Jumlah orang Keterangan 

l. Eselonll 1 

2. Eso1onill 5 

3 EselonN 15 

4 st:af: 

a PNS 47 

b. Kontrak Daerah 15 

c. Honorer I Sukarela 40 

5. Kelompok pejabat fi.mgsional 42 

Jumlah 165 

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar, 2013. 

B. Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini ditemukan data-data tentang kinetja birokrat pemrintah 

daerah pada Dinas Pendidikan Nasiona1 Kabupaten Kepu1auan Selayar.Adapun 
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pedoman penilaian birokrat adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dalam instansi 

pemerintah pedoman ini menjadi acuan utama dalam memberikan penilaian bagi 

seorang PNS.Penilaian yang diberikan harus menganut prinsip-prinsip yaitu :1). 

Obyektif, 2).Akuntabel, 3).Partisipatif, 4).Transparan. Dalam memberikan penilaian 

prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil maka digunakan dua alat ukur yaitu : I). 

Sasaran kerja pegawai (SKP), 2). Perilaku kerja.Dalam memberikan penilaian 

terhadap sasaran ketja maka harus meliputi aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan 

biaya. 

Adapun yang me~adi temuan dalam penelitian ini adalah penilaian terhadap 

perilaku kerja birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut : 

B.l. Orientasi pelayanan 

Penilaian kinerja biorkrat yang berorientasi pelayanan pada Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu : 

Tabel4.2 

Kinerja birokrat yang berorientasi pelayanan 

Sang at 
Indikator Baik Cukup Kurang Buruk Jumlah 

baik 

Responden 12 14 lO 4 0 40 

Persentase 30% 35% 25% 10% 0% 100% 

(%) 
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Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja birokrat dalam 

memberikan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat yang berurusan 

dengan Dinas Pendidikan nasional hanya 30 % yang memberikan pelayanan yang 

terbaik, 35 % yang memberikan pelayanan yang baik, 25 % yang memberikan 

pelayanan cukup, dan 10 % yang memberikan pelayanan yang kurang. 

B.2. Integritas birokrat 

Integritas birokrat sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai birokrat Pemerintah Daerah. Integritas akan memberikan 

penyatuan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari dan akan 

menciptakan kesatuan kerja sehingga tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. 
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Integritas birokrat pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel4.3 

Integritas birokrat dalam menjalankan tugas 

Sangat 
Indikator Baik: Cukup 

baik 

Respond en 25 13 2 

Persentase 62,5% 32,5 % 5% 

(%) 

Adapun perhitungan persentase sebagai berikut: 

(Poin indikator/ jumlah total poin)x1 00 

1. Sangat Baik : (25/40) x 100 = 62,5 

2. Baik 

3. Cukup 

4. Kurang 

5. Buruk 

: (13/40)x100=32,5 

: (2/40)x100=5 

:0 

:0 

Kurang 

0 

0% 

Buruk Jumlah 

0 40 

0% 100% 
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Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa para birokrat pemerintah daerah pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan 

tugasnya memiliki integritas yang sangat baik, data menunjukkan bahwa 62,5 % 

birokrat yang memiliki integritas yang sangat baik, 32,5 % birokrat yang memiliki 

integritas yang baik, 5 % birokrat yang memiliki integritas yang cukup. 

B.3. Komitmen birokrat 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi birokrat sangat membutuhkan sebuah 

komitmen yang tinggi agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif 

untuk tujuan yang telah ditetapkan. 
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Tabel4.4 

Komitmen birokratdalam bekerja 

Sangat 
Indikator Baik Cukup Kurang Buruk Jumlah 

baik 

Responden 27 10 3 0 0 40 

Persentase 67,5% 25 % 7,5% 0% 0% 100% 

(%) 

Adapun perhitungan persentase sebagru benkut: 

(Po in indikator/ jumlah total poin)x 1 00 

1. Sangat Baik : (27/40) x 100 = 67,5 

2. Baik : (10/40)x100=25,5 

3. Cukup : (3/40)x100=7,5 

4. Kurang :0 

5. Buruk :0 

r-30---.---------=-------------____________ ---_-_---___ ------------------------
, 25 --t------

20 +---

15 +-----

10 -t~-

5 ...L __ _ 

I_" __ 

• Sangat baik 

•Balk 

1il> Cukup 

• Kurang 

• Buruk 

R_-e_sp_o_nd_e_n _______________ j 
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Berdasarkan data menunjukkan bahwa komitmen birokrat dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya termasuk dalam kategori sangat bailc, dari data ditunjukkan bahwa 

67,5 %para birokrat mempunyai komitemen yang sangat baik dalam menjalankan 

tugas-tugasnya, 25 % birokrat yang mempunyai komitmen yang baik dalam 

menjalankan tugas-tugasnya dan hanya 7,5% birokrat yang mempunyai komitmen 

yang cukup dalam menjalankan tugas-tugasnya. 

B.4. Disiplin birokrat 

Kedisiplinan menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh birokrat 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara. Apabila para birokrat 

tidak disiplin maka pekerjaannya akan ambural, kedisiplinan birokrat pemrintah 

daerag pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat 

pada table beikut ini : 

Tabel4.5 

Kedisiplinan birokrat dalam melaksanakan tugas 

Sang at 
Indikator Baik Cukup Kurang Buruk Jumlah 

baik 

Responden l-5 23 l l 0 40 

Persentase 37,5% 57,5% 2,5% 2,5% 0% 100% 

(%) 
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Adapun perhitungan persentase sebagai berikut: 

(Poin indikator/ jumlah total poin)xlOO 

1. Sangat Baik : (15/40) x 100 = 37,5 

2. Baik 

3. Cukup 

4. Kurang 

5. Buruk 
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Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kedisiplinan birokrat 

pemerintah daerah termasuk kategori baik, karena 3 7,5 % birkorat mempunyai 

kedisiplinan yang sangat baik, 57,5 % birokrat mempunyai kedisiplinan yang baik, 

2,5 % birokrat yang mempunyai kedisiplinan yang cukup, dan 2,5 % birokrat yang 

mempunyai kedisiplinan yang kurang. 
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B.S. Kerjaiama birokrat 

Kerjasama yang dibangun oleh birokrat pemerintah daerah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya sangat dibutuhkan terutama dalam melaksanakan 

pekerjaan yang berat.Banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara individual, 

oleh karena itu diperlukan sebuah kerjasama yang baik agar pekerjaan bisa berjalan 

dengan lancar. 

Kerjasama birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel4.6 

Kerjasama birokrat dalam menjalankan tugas 

San gat 
Indikator Baik Cukup 

baik 

Responden 21 16 3 

Persentase 52,5% 40 % 7,5% 

(%) 

Adapun perhitungan persentase sebagai berikut: 

(Poin indikator/ jumlah total poin)x100 

1. Sangat Baik : (21140) x 100 = 52,5 

2. Baik 

3. Cukup 

4. Kurang 

5. Buruk 

: (16/40)xl00=40 

: (3/40)x100=7,5 

:0 

:0 

Kurang 

0 

0% 

Buruk Jumlah 

0 40 

0% 100% 
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Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa keijasama birokrat 

dalam menjalankan tugas dan fungsi termasuk kategori sangat baik.Sebanyak: 52,5 

% responden yang mengatak:an bahwa keijasama birokrat tennasuk kategori sangat 

baik, 40 % responden yang mengatak:an bahwa kerjasama birokrat yang mempunyai 

kerjasama yang baik, dan hanya 3 % responden yang mengatak:an bahwa keijasama 

birokrat yang mempunyai kerjasama yang cukup. 

B.6. Kepemimpinan birokrat 

Kepemimpinan adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh seorang 

birokrat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kepemimpinan menjadi bagian 

yang menentukan dalam memenage kegiatamn-kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang birokrat pemerintah daerah. 
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Unsur kepemimpinan birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel4.7 

Kepemimpinan birokratdalam menjalankan tugas dan fungsinya 

Sang at 
Indikator Baik Cukup 

baik 

Responden 4 10 21 

Persentase 10% 25 % 52,5% 

(%) 

. 
Adapun perhitungan persentase sebagat benkut: 

(Po in indikator/ jumlah total poin )xI 00 

1. Sangat Baik : ( 4/40) x 100 = I 0 

2. 

3. 

4. 

5. 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Buruk 

: (10/40)x100=25 

: (2I/40)x100=52,5 

: (5/40)xl00=12,5 

:0 

Responden 

Kurang Buruk 

5 0 

12,5 % 0% 

• Sangat baik 

lill.safk 

~ Cukup 

11 Kurang 

II Buruk 

I 
-- - ---- - ----------~------------ ------------ -~----------~------------ ------------- _______ j 

Jumlah 

40 

100% 
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Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwn kepemimpinan yang dim.iliki 

oleh para birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Kepulauan Selayar berada dalam kategori yang cukup. Berdasarkan jawaban 

respond en menunjukkan bahwa hanya 10 % birokrat yang mempunyai 

kepemimpinan yang sangat baik, 25 % birokrat yang mempunyai kepemimpinan 

yang baik, 52,5 % birokrat yang mempunyai kepemimpinan yang cukup, dan 12,5 

% birokrat yang mempunyai kepemimpinan yang kurang. 

B.7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Birokrat Pemerintah Daerah 

PadaDinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini ditemukan bahwa untuk 

menganalisis kinerja birokrat pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kineija birokrat yaitu : 

8.7.1 Kemampuan (ability) 

Kemampuan adalah unsur kematangan yang berhubungan dengan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan 

pengalaman. Menurut Moenir bahwa kemampuan adalah "mampu melaksanakan 

tugas atau pekerjaan sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan 

yang diharapkan". Kemampuan sebagai sebuah keadaan yang dimiliki seorang 

aparatur sehingga dirinya dapat mengetahui dan melaksanakan sesuatu berdasarkan 

keahlian dan keterampilannya Kemampuan aparatur sebagai salah satu modal untuk 

meningkatkan kineija dan dapat dijadikan tolok ukur dalam penilaian kinerja 

aparatur. 

Kemampuan birokrat merupakan modal dasar dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai abdi negara, seorang birokrat harus memiliki kemampuan baik 
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didukung oleh unsur kemampuan maka pekeJjaan tersebut tidak akan betjalan secara 

efekti£ Hal ini sesuai keterangan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut : 

"Kemampuan para unsur birokrat pada Dinas Pendidikan Nasional masih 

kurang jika dilihat dari segi keprofesinalan dan keterampilan yang 

dimilikinya, karena kebanyakan pegawai terutama pegawai kontrak dan 

suka rela masih mempunyai kuali.fikasi pendidikan SLTA sedangkan pegawai 

negeri sipil masih sangat terbatas jumlahnya '. (Wawancara, Patta Bone, 18 

September 2013) 

:,I 

Para birokrat yang ada di Dinas Pendidikan Nasional pada umumnya dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya hanya bermodalkan kemauan dan pengalaman 

namun semua tugas-tugas yang diberikan kepadanya bisa diselesaikan. Hal ini 

berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional yang mengatakan 

bahwa: 

"Rata-rata pegawai baik negeri maupun swasta yang bekerja di Dinas 

Pendidikan Nasiona/ hanya mengandalkan pengalaman dan kemauan 

bekerja yang tinggi sehingga sega/a pekerjaan yang diberikan kepadanya 

dapat dise/esaikan.Disadari bahwa kemampuan secara profesional dan 

keahlian sangat dibutuhkan di Dinas Pendidikan Nasional untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang semakin berat setiap 

tahunnya ".(Wawancara, Mustakim, 19 September 2013). 

43951

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



91 

Tingakt kemampuan para pegawai bisa diukur dari segi kualifikasi 

pendidikan baik formal maupun non formal, namun berdasarkan realitas 

menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bagi pegawai yang berlatar belakang 

pendidikan dari perguruan tinggi (sarjana) yang tidak mempunyai pengalaman dan 

keterampilan serta merta mengalahkan pegawai yang hanya tamatan SLTA namun 

memiliki pengalaman dan keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kristiadi (1991 : 44) mengatakan bahwa faktor-faktor yang harus 

diperhatikan untuk mengukur kemampuan aparatur adalah : 

a Rasio jumlah pegawai denganjumlah penduduk 

b. Pengalaman ketja pegawai 

c. Golongan kepegawaian 

d Pendidikan non formal 

e. Pendidikan formal yang dicapai 

f. Kesesuaian antara pendidikan denganjabatan. 

Namun dalam memberikan penilaian kinetja birokrat terdapat indikator -

indikator yang digunakan, indikator tersebut akan mengarahkan dan menuntun para 

birokrat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun indikator terse but yaitu : 

a. Kemampuan potensi (lQ) 

Kemampuan potensi merupakan aspek kemampuan yang ada dalam diri 

aparatur dan diperoleh dari faktor keturunan. 
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Kemampuan potensi ini di bagi dalam dua bagian yaitu : 

1 ). Kemampuan dasar wnwn 

Menurut C.P Chaplin dalam Syamsu (2003 : 9) mengatakan bahwa 

kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat 

dan efekti£ Kecerdasan harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dalam menjalankan 

segala tugasnya dapat betjalan dengan efekti£ 

2). Kemampuan dasar khusus 

Bakat (attitudes) adalah keadaan seseorang yang dengan suatu pendidikan dan 

latihan dapat memungkinkan mencapai kecakapan, pengetahuan dan keterampilan 

khusus. Bakat adalah faktor bawaaan yang dimiliki aparatur ataupun pengaruh dari 

lingkungan. 

b. Kemampuan reality 

Kemampuan yang diperoleh melalui proses belajar, pengembangan 

kemampuan sangatlah diperlukan baik melalui pendidikan ataupun melalui pelatihan-

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari swnber daya aparatur, 

semakin lama pendidikan dan pelatihan yang diikuti aparatur maka semakin tinggi 

kemampuan melakukan pekerjaan akan semakin tinggi. 

B. 7.2 Motivasi (motivation) 

Motivasi merupakan perilaku yang ditunjukkan pada sasaran, motivasi 

berhubungan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar 

suatu tujuan. Motivasi aparatur untuk melaksanakan tugasnya yang ditunjukkan 

secara terus menerus dan berorientasi pada tujuan, motivasi adalah kondisi yang 

menggerakkan diri aparatur dengan terarah untuk mencapai tujuan. 
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Pemberian motivasi kepada para birokrat yang ada eli Dinas Pendidikan 

Nasional sangat diperlukan untuk menumbuhkan gairah dalam beketja.Setiap 

pegawai membutuhkan motivasi agar merasa tidak jenuh dan mendapat perhatian 

dari atasannya. Hal ini sesuai dengan keterangan Kepala Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengatakan bahwa : 

"Setiap pegawai yang diberi motivasi dalam bekerja maka mereka 

bersemangat dan sepertinya tidak mengenal capek atau Ielah, ada perasaan bangga 

dalam dirinya ketika senantiasa diberi motivasi. Motivasi yang diberikan menjadi 

spirit dalam beraktivitas dan menumbuhkan sikap tanggung jawab yang tinggi 

terhadap pekerjaannya ". (Wawancara, Patta Bone, 18 September 2013). 

Sekarang ini ada bentuk motivasi yang sangat jarang diberikan oleh pimpinan 

kepada bawahannya yaitu motivasi yang berupa reward bagi pegawai yang 

berprestasi. Pemberian reward kepada pegawai yang berprestasi akan mendorong 

semua pegawai untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat berprestasi. Di Dinas 

Pendidikan Nasional belum pemah memberikan reward kepada pegawai yang 

berprestasi, hal ini sesuai keterangan yang disampaikan oleh salah seorang staf yang 

mengatakan bahwa : 

"Pemerintah tidak pernah memberikan penghargaan kepada pegawai yang 

berprestasi baik berupa pemberian jabatan maupun dalam bentuk 

materi.Pada hal pemberian penghargaan (reward) sangat dibutuhkan para 

pegawai agar semua pegawai berbondong-bondong untuk berprestasi sesuai 

dengan bidang tugasnya ".(wawancara, Syafaruddin, 20 September 2013). 
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'I, 

'~ ' 

Menurut Gibson, Ivanchich, dan Donney dalam Wibowo (2012:123) melihat 

adanya hubungan antara motivasi dalam kelompok dengan produktivitas. Apabila 

kelompok berkembang maka usahanya semakin luas untuk menyelesaikan tujuan 

kelompok, kelompok bekeJja dalam ketja sama daripada bersifat kompetitif 

Pengukuran kineJja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai, pengukuran 

tersebut dihubungkan dengan manajemen kompensasi maka pegawai yang berkinetja 

tinggi akan memperoleh reward. Reward akan memberikan motivasi pegawai untuk 

berkineJja lebih tinggi dengan harapan kineJja yang tinggi akan memperoleh 

kompensasi yang tinggi. 

Motivasi dapat diartikan sebagai aparatur yang menafsirkan lingkungan 

pekeJjaannya. Kemampuan keJja yang dilakukan oleh seorang aparatur didasari 

dengan faktor-faktor apa yang memberikan andil dan berkaitan dengan efek negative 

terhadap kemampuan aparatur serta apa yang menimbulkan kesungguhan dalam 

bekeJja. Motivasi terdiri dari dua indikator yaitu : 

a). Sikap dapat diartikan sebagai status mental seseorang dan sikap dapat 

diekspresikan dengan berbagai cara, dengan kata-kata yang berbeda dan tingkat 

intensitas yang berbeda. Sikap adalah diterminan perilaku, sebab sikap berkaitan 

dengan persepsi, kepribadian dan motivasi. Sikap adalah perasaan positif atau 

negatif dan keadaan mental yang selalu disiapkan. 

b). Situasi adalah suasana yang dapat menentukan bagaimana sikap aparatur 

tersebut, Perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, 
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Menurut Mangkunegara (2005:61) mengatakan beberapa prinsip dalam 

memotivasi kerja aparatur yaitu : 

a). Prinsip partispasi yaitu upaya memotivasi kerja, aparatur perlu diberikan 

kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan 

dicapai. 

b). Prinsip komunikasi yaitu mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas sehingga aparatur 

akan mudah termotivasi dalam bekerja 

c). Prinsip pendelegasian wewenang yaitu pemimpin yang memberikan otoritas 

atau wewenang kepada aparatur bawahannya untuk sewaktu-waktu dapat 

mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 

d). Prinsip pemberian perhatian yaitu pemimpin memberikan perhatian terhadap apa 

yang diinginkan aparatur. 

Pemberian motivasi kepada pegawai yang mempunyai kinerja yang sangat 

baik berupa reward sebagai sebuah bentuk penghargaan yang tertinggi. Bentuk 

penghargaan itu akan memotivasi semua pegawai untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan sebaik-baiknya. Namun pemberian reward belmn banyak 

pimpinan yang memberikan kepada bawahannya sehubungan dengan prestasi kerja 

yang tunjukkannya. 

Motivasi lahir dalam diri seorang pegawai untuk melaksanakan sesuatu yang 

dianggap membawa manfaat dalam kehidupannya sebagai abdi negara (birokrat). 

Kinerja birokrat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai abdi negara, motivasi kerja menjadi modal dasar dalam mer1ialankan tugas. 
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C. Pembahuan Pen@liti!.m 

Pembahasan penelitian menjelaskan tentang hasil penelitian melalui 

pengumpulan data dengan menggunakan angket. Hasil pengumpulan angket yang 

merupakan jawaban dari seluruh pegawai yang mendapat kesempatan untuk 

meqjawab sejumlah pertanyaan mengenai kinetja birokrat Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Data deskriptif yang ditemukan dibuat dalam bentuk rata skala (scale rating) 

yang berbentuk angket dengan alternatif jawaban yang diberikan yaitu : 

a Sangat baik : ( 91 - ke atas) 

b. Baik 

c. Cukup 

d. Kurang 

e. Buruk 

240 

: ( 76-90) 

: ( 61-75) 

: (51-60) 

: ( 50- ke bawah ) 

480 720 960 120 

Skala tersebut di atas akan dijadikan alat untuk menganalisis hasil temuan 

dalam penelitian dengan mengacu pada hasil persentase yang diperoleh dari jawaban 

responden. Rata skala digunakan untuk pengukuran data kuantitatif yang bersifat 

sederhana, dan hanya mempunyai variabel tunggal. Data-datanya akan dituangkan 

dalam bentuk tabulasi. 
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Tabel4.8 

Komponen penilaian kinerja birokrat 

pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar 

lnterval Jawaban 
No. 

Pernyataan Tentang Kinerja 

Birokrat SB B c K BR 

1 . Orientasi Pelayanan 5 4 3 2 1 

2 lntegritas 5 4 3 2 1 

3 Komitmen 5 4 3 2 1 

4 Disiplin 5 4 3 2 1 

5 Kerjasama 5 4 3 2 l 
6 Kepemimpinan 5 4 3 2 1 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kategori sangat baik dengan 

persentase 7 5 % - 100 %, kategori baik adalah 60 % - 7 4 %, kategori cukup adalah 

45 % - 59 %, kategori kurang adalah 30 % - 44 %, dan kategori buruk adalah 15 % -

29 %. Kategorisasi ini menjadi ukuran dalam menafsirkan data-data yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung.Berdasarkan hasil jawaban dari responden melalui 

angket yang disebar ke empat puluh ( 40) orang birokrat. 

Adapun yang merupakan temuan dalam penelitian ini akan di analisis 

kemudian diinterpresikan dengan menggunakan ukuran atau persentase yang telah 

dicapai berdasarkanjawaban para responden. 
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Temuan-temuan dalam penelitian ini akan dianalisis sebagai berikut: 

C.l. Orientasi pelayanan 

Pelayanan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap 

organisasi publik, salah satu keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi 

sebagai abdi negara adalah bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

atau orang-orang yang berhubungan dengan birorasi.Berdasarkan persentase yang 

diperoleh menunjukkan bahwa orientasi pelayanan birokrat pemerintah daerah pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan 

kepada setiap orang dalam menjalankan tugas dan fungsi birokrat pemerintah daerah 

pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 30 % 

jawaban responden mengatakan sangat baik, 35% responden yang menjawab baik, 

25 % responden yang menjawab cukup, dan 10 % responden yang menjawab 

kurang. Sementara persentase menurut skala rate yang masuk kategori sangat baik 

adalah 75 %, yang baik adalah 60 %, yang cukup adalah 45 %, yang kurang 30 %, 

dan yang buruk adalah 15 %.Berdasarkan analisis yang ada maka pelayanan yang 

diberikan para biorkrat pemerintah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Kepulauan Selayar adalah termasuk kategori kurang (30 % - 44%) hal ini berarti 

bahwa orientasi pelayanan masih perlu ditingkatkan lagi oleh Dinas Pendidikan 

Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar. 

C.2. Integritas 

Penilaian dalam bidang integritas birokrat dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sangat diperlukan agar tujuan organisasi bisa tercapai dengan 

baik.Integritas merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap birokrat agar semua 
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tugruJ-tugruJ dan perintah-perintah atasan yang dilaksanakan sehari-hari dapat 

terlaksana secara efektif. 

Berdasarkan data yang ditemukan melalui basil jawaban responden yang 

tertuang dalam tabel 4.3.menunjukkan bahwa persentasejawaban responden yang 

mengatakan sangat baik sebesar 62,5 %, responden yang baik sebesar 32,5 %, dan 

responden yang menjawab cukup sebesar 5 %. Berdasarkan persentase yang ideal 

yang mengatakan bahwa 75 % termasuk kategori sangat baik, 60 % termasuk 

kategori Baik, 45 % termasuk kategori cukup, 30 % termasuk kategori kurang dan 

15 % termasuk kategori buruk. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 

integritas birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Kepulauan Selayar termasuk kategori baik (60% -74 %). 

C.3. Komitmen Birokrat 

Dalam meJ1jalankan tugas dan fungsi birokrat sebagai pegawai negeri sipil 

sangat memerlukan sebuah komitmen yang tinggi, komitmen tersebut meJ1jadi 

sebuah spirit tersendiri bagi seorang birokrat. Komitmen yang tinggi akan 

memperlancar segala urusan dan kegiatan yang diberikan kepadanya, sekaligus akan 

memberikan arah dan jalan terhadap pelaksanaan tugas-tugas. Jika seorang birokrat 

tidak mempunyai komitmen maka peketjaannya akan ambural dan kadang salah 

sasaran. 

Komitmen birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar ditemukan data-data melalui jawaban responden yang 

tertuang dalam tabel4.4. Data-data yang tertuang dalam tabel tersebut menunjukkan 

bahwa 67,5% dari jawaban responden yang mengatakan bahwa komitmen birokrat 

sangat baik, 25 % dari jawaban responden yang mengatakan baik, 7,5 % dari 
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jawaban responden yang mengatakan cukup. Berdasarkan persentase yang ideal 

yaitu 7 5 % yang masuk kategori sangat baik, 60 % yang masuk kategori yang baik, 

45 % yang masuk kategori cukup, 30 % yang masuk kategori kurang dan 15 % yang 

masuk kategori buruk. Hal ini menunjukkan bahwa komitemen birokrat pemerintah 

daerah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk 

kategori Cukup(45 o/o- 59 o/o). 

C.4. Disiplin Birokrat 

Kedisiplinan birokrat terutama pegawai negri sipil menjadi harga mutlak, 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil mengatakan bahwa pegawai negeri sipil yang tidak: masuk kerja selama 

46 hari tanpa keterangan maka bisa diusulkan oleh atasannya pemberhentian secara 

tidak: hormat kepada pejabat yang berwenang. 

Kedisiplinan birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari hasil penelitian ini, di mana hasil 

jawaban para responden yang tertuang dalam tabel 4.5. yang menunjukkan bahwa 

37,5 % yang menjawab sangat baik, 57,5 % yang menjawab baik, 2,5 % yang 

menjawab cukup, dan 2,5 % yang menjawab kurang. Berdasarkan persentase ideal 

bahwa kedisiplinan birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional 

dengan tingkat persentase 57,5% termasuk kategori cukup(45 °/o- 59 o/o). 

C.S. Kerjasama Birokrat 

Kerjasama merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam diri seorang 

birokrat, kerjasama adalah sebuah sifat baik dan dapat dapat dimiliki oleh semua 

orang sebagai mak:hluk sosial.Namun sifat kerjasama dalam dunia modern semakin 

hari semakin pudar ditelang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan 
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t@lcnologi.K.Brjllilrun!l rumn memhuat sebuM pekerjaan. yang bcrat dan rumit a.kan 

menjadi ingan dan mudah karena akan ditangani oleh beberapa orang. 

Keijasama birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari hasil jawaban responden yang 

tertuang pada tabel 4.6. Data-data yang terdapat dalam tabel tersebut menunjukk:an 

bahwa 52,5 % dari jawaban responden yang mengatakan sangat baik, 40 % dari 

jawaban responden yang mengatakan baik, dan 7,5% dari jawaban responden yang 

mengatakan cukup. Berdasarkan persentase ideal menujukk:an bahwa keijasama 

birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan 

Selayar termasuk kategori cukup(45%- 59 °/o) •• 

C.6. Kepemimpinan Birokrat 

Kepemimpinan menjadi modal utama dalam melakukan manegemen, setiap 

birokrat mempunyai bakat kepemimpinan yang di bawa sejak lahir. Potensi ini 

diberikan kepada setiap orang yang lahir ke dunia ini, kepemimpinan akan membawa 

sebuah perubahan yang sangat besar dalam menjalankan tugas dan fungsi seorang 

birokrat. Kepemimpinan akan mengarahkan dan menunjukkan jalan dalam 

melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi negara. 

Kepemimpinan yang dimiliki para birokrat pemerintah daerah pada Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada hasil jawaban 

responden melalui angket dalam penelitian ini. Data-data tersebut tertuang dalam 

tabel 4.7 dengan gambaran bahwa 10% dari jawaban responden yang mengatakan 

bahwa kepemimpinan birokrat sangat baik, 25 % yang menjawab baik, 52,5 % yang 

menjawab cukup, 15,5% yang menjawab kurang. Berdasarkan persentase jawaban 

responden dianalisis dengan mengacu pada persentase ideal dimana kepemimpinan 
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birokmt pemerintah daenlh pam Din:ll: P~mdidilam NMioMl KAbupaten Kcpulauan 

Selayar termasuk kategori cukup ( 45 % - 59 % ). 

43951

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



103 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis dari data berupa dimensi kerja yang diolah selama 

penelitian berlangsung diketahui bahwa: 

Kinerja Birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasonal 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada dimensi pelayanan mayoritas 

responden menilai bahwa dimensi pelayanan telah terlaksana dengan 

baik 

Kinerja birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasonal 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada dimensi integritas mayoritas 

responden menilai bahwa dimensi integritas telah terlaksana dengan 

sangat baik 

Kinerja birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasonal 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada dimensi komitmen mayoritas 

responden menilai bahwa dimensi komitmen telah terlaksana dengan 

sangat baik 

Kinerja birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasonal 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada dimensi disiplin mayoritas 

responden menilai bahwa dimensi disiplin telah terlaksana dengan baik 

Kinerja birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasonal 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada dimensi keijasamamayoritas 
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responden menilai bahwa dimensi keija sama telah terlaksana dengan 

sangat baik 

Kinerja birokrat pemerintah daerah pada Dinas Pendidikan Nasonal 

Kabupaten Kepulauan Selayar pada dimensi kepemimpinan mayoritas 

responden menilai bahwa dimensi kepemimpinan telah terlaksana dengan 

cukup baik 

2. Berdasarkan data yang diperoleh dalarn penelitian ini ditemukan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja birokrat Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah: 

1. Dalam pemberian motivasi kerja hendak kepala Dinas Pendidikan Nasional 

Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan reward bagi birokrat yang 

mempunyai prestasi yang sangat baik. 

2. Pemerintah harus banyak mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi birokrat 

pada Dinas Pendidikan Nasional pada khususnya dan dinas-dinas lain pada 

umumnya. 

3. Agar setiap birokrat pada Dinas Pendidikan Nasional lebih memotivasi dirinya 

untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih baik. 

4. Agar birokrat lebih meningkatkan pelayanannya kepada semua orang yang 

berusahakan dengan Dinas Pendidikan Nasional. 
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KUESIONER PENELITIAN 
ANA LIS IS KINERJA PERILAKU BIROKRA T PEMERINT AH 

DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN 
KEPULAUANSELAYAR 

Kepada Yth: 

Bapak I Ibu 
Respond en 
di-

temp at 

Dengan hormat, 

Dalam rangka memenuhi tugas tesis saya pada Sekolah Pasca 
Sa.Ijana Universitas Terbuka Jurusan Administrasi Publik, maka dengan 
segala kerendahan hati saya sangat menghargai tanggapan Bapak I Ibu 
terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner ini 
mengenai "Analisis Kinerja Perilaku Birokrat Pemerintah Daerah 
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar". 
Pengumpulan data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk maksud 
penyusunan tesis dan akan dijamin kerahasiaannya. 

Kesediaan dan ke:rja sama yang Bapak I Ibu berikan dalam 
bentuk informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung 
keberhasilan penelitian ini. Selain itu jawaban yang Bapak I lbu berikan 
juga akan merupakan masukan yang sangat berharga bagi saya. 

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar­
besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak I Ibu yang telah meluangkan 
waktunya dalam pengisian kuesioner ini. 

Hormat saya, 

Baso Daeng 
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INSTRUMEN KUESIONER PENELITIAN 

- IDENTITAS RESPONDEN 

l. Jenis Kelamin :a. Laki-Laki b. Perempuan 

2. Pendidikan Terakhir : a. SMU b. D-3 c. S-1 d. S-

2 e. S-3 3. Jabatan .................................................. . 

4. Lama Beke:rja : a. 1 - 5 Tahun b. 6- 10 Tahllll c. 11 - 15 
Tahllll 

d. Lebih dari 15 Tahllll 

5. Usia anda Saat ini :a.< 25 Tahllll b. 25-35 Tahun c. 36-45 
Tahllll 

d. 46 - 55 Tahllll e. Lebih 55 Talmn 

I. PETUNJUKPENGISIAN 

1. Mohon memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak!Ibu 

anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan 

jawaban tertulis. 

2 Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan 

kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali. 

3. Keterangan Altematif Jawaban dan Skor: 

a SB = Sangat baik (5) 

b. B = Baik (4) 

c. C = Cukup (3) 

d. K = Kurang (2) 

e. Bk = Buruk (1) 
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Alternatif Jawaban 

No Daftar Pertanyaan SB B I c K Bk 
I 

ORIENT ASI PELA Y ANAN 

1. Memberikan pelayanan yang sesuai 
dengan kebutuhan penerima layanan 

--· 

2. Menerapkan pelayanan yang ramah dan 
sopan terhadap penerima layanan 

3. Menyediakan segala atribut yang 
I 

mendukung pelayanan maksimal terhadap I 
'! 

penerima layanan 
I 

i 
INTEGRITAS 

1. Bekerja dengan penuh kesadaran dan rasa 
I tanggung jawab 

_l 

2. Memberikan infonnasi yang sebenarnya l 
i 

terhadap hasil pekerjaan 
: 

3. Bekerja dengan rajin dan tidak menyerah I 
I I terhadap permasalahan yang diahadapi di 
! 

tern pat kerja 
! 

I 
KOMITMEN 

1. Memiliki keinginan kuat untuk i 

mempertahankan posisi jabatan yang 
diem ban 

2. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap ! 
hasil kerja yang baik dari pekerjaan yang 
dibebankan oleh atasan I -· 
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Alternatif Jawaban 

No Daftar Pertanyaan SB I 
BIC K Bk 

DISIPLIN 

1. Datang dan pulang tepat waktu sesuai jam 

I kelja 

----

2. Mematuhi tata tertib yang berlaku dengan 

! baik 
I 
I 

3. Mengenakan atribut sesuar dengan I 
peraturan yang berlaku i 

! 
I 

KERJASAMA 

1. tpekerjaan diselesaikan dengan tanggung jawab yang I 
I 

I 

ldilakukan secara bersama-sama 
I 
', 

: 

2. Saling memberikan kontribusi baik tenaga maupun 
pikiran sesama rekan kerja 

I 

i 

3. :Memiliki komitmen tinggi untuk mencapai tujuan 

i ~m 

KEPEMIMPINAN 

1. Pimpinan menunjukkan cara-cara I 

I kerja yang baku untuk menyelesaikan suatu pekeijaan 
I I 

2. Selalu menunjukkan kecerdasan dan intelektualitas I. 

I 
berfikir dalam proses pengambilan keputusan 

i 

3. ~enetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai pegawai 
~alam melaksanakan pekerjaan 

I 
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